
Menimbang

Mengingat

GUBER.NUR,I,AMPUNG
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR 5 'I'AHUN 2U23

TENTANG

PEI{YELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

a. bahwa pembangunan di bidang keolahragaal merupakan
upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara
jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan
r-rrasJalr 4^aL JarlB se[dr, aLulr, [IajuuLu, Lr4rl scJiarrlsril, PclrLr
diselenggarakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan;

b. bahwa untuk mendukung dan meningkatkan kualitas
masyarakat Lampung yang memiliki kompetensi, daya saing,
semangat, dan daya juang yang tinggi, perlu dilakukan upaya
pembangunan dl bldang keolahragaan sebagar bagran yang
tidak terpisahkan dari pembangunan sumber daya manusia
Lampung;

c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7l Tahun 2022
tentang Keolahragaan Pemerintah Daerah mempunvai
kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, dan
mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di Lampung;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, humf b dan huruf c, perlu menetapkan
El^-^+,, -^ - n^^--L +^F+^n- Et^-,,^l^- 

-^ 
-^ ^ - rz^^t ^L-^ ^^ --.rLrrrarr6 I r,lrJ \,1\,r165ar aqar r\vrrlci.Iu a.Baarl',

l

2.

3.

4.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemenntah Penggantl Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8)
menjadi iin<iang-ijn<iang (kmbaran i iegara Repubiik
Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2688);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 89, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Ncmcr157, Tambahan Lembare:l Negera Republik Indonesia
Nomor 4586);
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5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O09 Nomor 144,
Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
sebagaimana telah diutrah treherapakali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O23 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
firmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 68561:

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Nesara Republik Indonesia Nomor
680r);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 55871 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tah::r:, 2O22 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang
Keolahragaan (Lembaraa Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 56081:

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2OO7 Tentang
Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4702);

10. Peratural Peneri::tah Republi-k Indonesia Norno:' L7 Tahun
2OO7 Tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan
Olahraga (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4703);

'l 1 Daro+r,-an Da6a;-+-L \Tnmn- l7 'n-L,rn oA 1A 1aa+ann

Pengelolaan Dan Penyelengaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 55 Tahun 2010 teltang Per'':ba|an Atas Peratural
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 102, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

.l ? Peretrrran Droo.i,{a'r l\Tnmnr e6, Tdhrrh 1o.O1 +cn+aao Daaoin
Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2L Nomor 2l2l;



Menetapkan

Dengan PersetuJuan Bersama

DEWAN PERWAIIILAN RAI(YAT DAERAII LAMPUNG
dan

G-riBERii-tiR LAilFUiiG
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DA.ERAII
I(EOLAHRAGAAN.

TENTANG PENYELENGGARAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
l. Daera-fr adatah Provlnsr Lampung.

2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pe'laksana rr!'rlsan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rayat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Ralryat Daerah
Provinsi Lampung.

5. Komite uiahraga Nasionai ln<ionesia i'ropinsi aciaiah
Komite Olahraga Nasional Indonesia Propinsi Lampung.

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Olahraga.

7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Propinsi
Lampung.

8. Kabupate n /Kota adalah Kabupaten/Kota di
Propinsi Lampung.

9. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan
r !!'1 lsan pemerinta h an di trid an g Kenlahra ge a n

10. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
OPD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan
urusan pemerintahan daerah dibidang Keolahragaan.

I 1. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran,
raga, cian jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk
mendorong, membina, serta mengembangkan potensi
jasmani, rohani, sosial, dan budaya.

12. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan
Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan,
pelathan, pembinaan, pengembangan, penlngkatan,
pengawasan, dan evaluasi.

13. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok
orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan
Olahraga yang meliputi peolahraga, pembina olahraga,
dan tenaga keolahragaan.

14. Olahragawan adalah Peolahraga yang mengikuti pelatihan
dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis,
terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai
prestasi.

-3-
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15. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan,
kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/ atau pendanaan yang
didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan Olahraga.

1A 'ronaaa Voatahracaan artalah nranry r.tar.carrrartcait .,anrr rnamiliLri L-rralifilrasi .la-
: e:rnb- ipv.6;r qbBt+^

sertif,kat kompetensi dalam bidang Olahraga.
17. Masyarakat adatah or€rng perseorangan warga negcrra Indonesia, kelompok

masyarakat, dan/ atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian
dan peranan da-lam bidang Keolahragaan.

iai. (jiairaaga rviaslai alKaa auA-rarr (iiei.rrlaBa yiarrB u.u.arlur1,anr ulcrl lvrasJ tLt allaL
Masyarakat adalah orang perseorangan w.rrga negara Indonesia, kelompok
masyarakat, dan/ atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian
dan peranan dalam bidang Keolahragaan.

19. Olahraga rekreasi adalah olahraga berdasarkan kegemaran dan kemampuan
yalg turnbuh dan berkembang sesuai <iengzur konciisi cial niiai buciaya
masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan,
kebugaran, dan kegembiraan.

20. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan
Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan
berkeianjutan meiaiui kompetisi untuk mencapai prestasi ciengan ciui<ungan
ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.

21. Olahraga Amatir adalah Olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau
kegemaran berolahraga.

22. Olahraga Profesional adalah Olahraga yang dilakukan untuk memperoleh
pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk larn yang dldasarkan atas
kemahiran berolahraga.

23. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang dilakukan sesuai
dengan kondisi disabilitas hsik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik
seseorang.

24. Prestasi aciaiah hasii yang dicapai tJiahragawan atau keiompok. Oiahragawan
dalam kegiatan Olallraga.

25. Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang Olahraga dalam bentuk
produk barang danlatau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang
lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan Olahraga.

26. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas Prestasi di bidang Olahraga yang
diwujudkan dalam bentuk materil dan/ atau non materil.

27. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang
digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/ atau penyelenggaraan Keolahragaan.

28. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yarlg digunakan untuk
kegratan 0lafiraga.

29. Doping adalah penggulaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan
Prestasi Olahraga serta segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan anti-
Doping.

30. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang
drlakukan secara slstematrs untuk mencapar tuJuan Keolahragaan.

31. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama
dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

32. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah Organisasi Olahraga yang membina,
mengembangkan, dan mengoordrnastkan I (satu) cabang Olalrraga, Jems
Olahraga, atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis
Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional.

33. Setiap Orang adalah orang perseor€rngan, kelompok orang, organisasi
Masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak
berbadan hukum.
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34. Standar Nasional Keolahragaan adalah kriteria minimal aspek yang
berhubungan dengan Pembinaan dal Pengembangan Keolahragaan secara
nasional.
(r.^-r^- rz^--^.^-^: ^l^'l^l^ ^+^-J^- -^^:^-^l L^-1,^:+^- l^--^-.rJ. OLii-iiijal i\UrIiPULUiiiji <iir<iicair rrL€ur\lcrr lrctDl\^rcu Janr6 r,,l-r ^arL.LrI uLrr6d.rl
kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilal
yang harus dimiliki seseor€rng untuk dapat dinyatakan lulus daiam uji
kompetensi.

36. Akreditasi adalah pemberian peringkat terhadap pemenuhan Standar Nasional
Keoiahragaan yang berkaitan <iengan Pembinaan cian Pengembangan
Keolahragaan.

37. Sertifikasi adalah pemberian pengakuan atas pemenuhan Staadar Nasional
Keolahragaan.

Pasal 2

Keolahragaan berfungsi mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial
serta membentuk watat dan kepribadian bangsa yang bermartabat.

Pasal 3
Keolahragaan bertuj uan untuk:
a. memellhara dan menlngkatkan kesehatan dan ke bugaran, prestasl, kecerdasan,

dan kualitas manusia;
b. menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas,kompetitif, dan disiplin;
c. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan;
d. memperkukuh ketahanan daerah;
e. mengangkat harkat, martabat, kehormatan riaerah rian bangsa;
f. menanamkan dan meningkatkan cinta daerah dan tanah aA;
g. menghasilkan olahragawan y€rng mampu bersaing pada taraf nasional dan

internasional; dan
h. memacu pertumbuhan industri olahraga.

Pasal 4

Keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip:
a. kebangsaan;
b. gotong royong;
c. keadrlan;
d. pembudayaan;
e. manfaat;
f. kebhinekaan;
g. partisipatif;
h. keterpa<iuan;
i. keberlanjutan;
j. aksesibilitas;
k. sportivitas;
1. demokratis;
m. akuni.abiiiias; dan
n. ketertiban dan kepastian hukum.

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
a. lrngkup Olahraga;
b. hak dan Kewajiban;
c. tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah;
d. pembinaan dan Pengembangan Olahraga;
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e. pengelolaan Keolahragaan;
f. penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga;
g. pelaku Olahraga;
h. orasaran Olahraga dan Sarana Olahraga;
i. pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan dan Informasi

Keolahragaan;
j. peran Serta Masyarakat dan Pelaku Usaha;
k. pengawasan Keolahragaan;
1. oenghargaan:
m. pendanaan Keolahragaan;
n. larangan; dan
o. sanksi.

BAB II
LINGKUP ULAHRAGA

Pasal 6
Lingkup Olahraga meliputi kegiatan:
a. Olahraga pendidikan;
b. Oiahraga iviasyarakat; dan
c. Olahraga Prestasi.

BAB III
ntll\ l-rttl\ r'lull)flr\

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban

Pasal 7

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk:
a. melakukan kegiatan Olahraga;
b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga;
c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang Olahraga yang sesuai dengan bakat dan

minatnya;
d. memperoleh informasi, pengarahan, dukungan, bimbingan, serta Pembinaan dan

Pengembangan Keolahragaan;
e. menjadi Pelaku Olahraga;
f. mengembangkan Olahraga berbasis nilai luhur budaya bangsa;
g. rncrrgcrlbiurgkan intiusi.r i Oiairraga;
h. berpartisipasi dalam perencana€ul, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan

Keolahragaan;
i. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan; dan
j. memperoleh Penghargaan Olahraga.

Pasal 8

warga negara yang memiliki disabilitas lisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik
mencpuni'ai hal< untul< memperoleh pelai'aran dajam keg:atan olahraga sesua-i
dengan kebutuhan, harkat, dan martabatnya.

Pasal 9

Setiap warga negara berkewajiban untuk berperan serta dalam kegiatan olahraga
dan memehhara prasarana olahraga dan sarana ulahraga serta trngxungan.
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Pasal 10

(1) Orang tua mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, mengawasi,
dan memperoleh informasi tentang perkembangan Keolahragaan anaknya.

(2) Orang tua berkewaj iban:
a. memberikan dorongan kepada anaknya untuk aktif berpartisipasi dalam

berolahraga: dan
b. menjaga anaknya dari ancaman terhadap keselamatan, kesehatan fisik dan

mental akibat latihan yang tidak sesuai dengan taraf tumbuh kembang anak
dalam berolahraga.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajrban Masyaral<at

Pasal 11

(1) Masyarakat mempunyai hak untuk berperan serta dalam perencanaan'
pengembangan, peiaksanaan, dan pengawasan kegiamn Keoiahragaan.

(2) Masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh pengetahuan tentang
Keolahragaan dan informasi kemajuan Olahraga nasional dan/atau informasi
kemajuan Olahraga di daerahnya masing-masing.

(3) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam
penycienggar aarn Ketriahragaan.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan
mengawasi penyelenggaraan Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta
menJarnln terselenggaranya kegratan Keolahragaan bagl setlap warga negara
tanpa diskriminasi.

BAB TV

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

Untuk mewujudkan hak masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
diselenggarakan Keolahragaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab:
a. Pemerintah Daerah;
b. Organisasi Olahraga; dan
^ Tr^r^ l-- a\l ^ 1- -^ -^L. f cld.l{'tl \-rrd,ru d,Ba.
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Bagian Kedua
Pemerintah Daerah

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan di daerah

berdasarkan kebijakan Keolahragaan;
b. menyelenggarakan olahraga pendidikan, olahraga masyarakat dan olahraga

prestasi;
c. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan keolahragaan;
d. menyelenggarakan kejuaraan olahraga;
e. memfasilitasi pekan olahraga dan festival olahraga;
f. meningkatkan kualitas dan kuantitas pras€rrana dan sarana olahraga;
g. menyeierrggarakan sekoiair oiahraga darr kcias oiaiu aga;
h. memfasilitasi kegiatan olahraga dengan prasar€rna dal sarana olahraga yang

memadai serta tenaga keolahragaan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi serta informasi keolahragaan;

i. menyediakan prasarana dan sarana olahraga khusus dan tenaga
keolaliragaar-, riiitiik pciry an,Jaiig,lisabilitas;

j. menumbuhkembalgkan sumber daya olahraga secara terus menerus untuk
terselenggaranya kegiatan olahraga;

k. membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi
keolahragaan, serta industri olahraga;

I *----^-1.-- -+^*,.1^-.:^^-: ^l---I:+^-: l^- ---+.:{:l-^^: 1.6^l-Lr^,^^-.

m. memfasilitasi penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam pekan olahraga
tingkat nasional dan intemasional;

n. bertanggungiawab terhadap pelaksanaan pekan olahraha tingkat nasional
berdasarkan penetapan penyelenggaraan;

n rrrpnl-rariLan nanohar-.,--'

p. mendorong partisipasi aktif pelaku usaha dan masyarakat;
q. mengkoordinasikan, mengawasi, dal mengevaluasi pelaksanaan kebijakan

keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan keolahragaan;
r. menjamin ketersediaan, mengelola dan memelihara ruang terbuka;
-s memfasilitasi nenrnrirrdan Keriasarna anfara nelakrr indrrsfri olahtaga.,

pemangkuperguruan tinggi, komunitas olahraha, media massa dan
kepentingal lainnya.

(2) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Keolahragaan dengan
mempertimbangkan potensi daerah dan kondisi daerah.

Pasal 15

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:
a. ![eni'usun desain olahraga daera] i'ang ditetapkan oleh Gubernur;
b' melaksanakan desain besar olahraga nasional di daerah dengan menetapkan

desain olahraga daerah;
c. mengatur, membina, dan mengembangkan Keolahragaan daerah;
d. mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi

pen5,elenggaraal Keolahragaal di daerah; dan
e. memberikan sanksi kepada yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan

keolahragaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 16

T\rgas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan
l5- menjadi tansrrung jawatl Gubernur secara operasional menjadi tugas Kepala
Dinas yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan OPD, instansi terkait, dan
organisasi olahraga dalam penyelenggaraan keolahragaan secara terpadu dan
berkesinambungan.

Pasal 17

(1) Kepala Dinas, OPD, dan instansi terkait dalam melaksanakan tugasnya
berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah yang dituangkan ke dalam rencana
strategis daerah di bidang keolahragaan.

(2) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikat
bagi:
a. OPD;
b. Instansi terkait;
c. Organisasi olahraga;
d. Pelaku olahraga; dan
e. iviasyarakal.

(3) Kebdakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan
kebijakan nasional dengan mengikutsertakan organisasi olahraga, pelaku
olahraga, masyarakat, dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan perundang-
undangan.

Pasal 18

(1) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud da-lam Pasal 6 huruf a
diselenggarakan untuk menanamkan nilai-nilai karakter dan memperoleh
-^---+^L,,^- l--+--^*-.:'l^- ..1^* -:l-^- -'^-^,.|;larr+1rl^1.^- -'-^ -^-'L^--,- -^-,-r, u4r rrAqy J@16 ures(qrlalur 6qrra rrrvulv@r5urr 6qJq
hidup sehat aktif sepanjang hayat.

(2) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakaa baik
pada jalur pendidikan formal melalui kegiatan intrakurikuler dan/ atau
ekstrakurikuler, maupun nonformal melalui bentuk kegiatan yang sesuai dengan
kebutuhan.

(3) Olahraga Pendidikan dimulai dari usia dini dengan berpedoman pada taraf
pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.

(4) Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada setiap
jenjang pendidikan.

(.5) Olahraga Pendidika:r pecla jahtr pendidrkan nonforma! rlapat ct'laksenekar\
dengan dibimbing oleh tutor secara terstruktur dan berjenjang serta dapat
dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain.

(6) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan
dibimbing oleh guru/dosen Olahraga dan dapat dibantu oleh Tenaga
Keolahragaan lain vang disiapkan oleh setiap satuan oendidikan

(7) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berkewajiban
menyiapkan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga pendidikan sesuai dengan
staadar nasional pendidikan.

(8) Setiap satuan pendidikan perlu melakukan kejuaraan Olahraga dan/atau festiva-l
Olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembanqan peserta didik
secara berkala antarsatuan pendidikan yang setingkat guna memupuk rasa
persaudaraan, keterampilan sosial, dan belajar berkompetisi.

(9) Kejuaraan olahraga dan/atau festival olahraga satuan pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) dapat dilanjutkan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi,
wilayah, nasional, dan internasiona_I.
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Pasal 19

(1) Olahraga Masyarakat dapat dilaksanakan oleh Setiap Orang, satuan pendidikan,
lemtra ga, perku mpulan. atar: Organisasi Olahra ga.

(2) Olahraga Masyarakat bertujuan untuk:
a. membudayakan aktivitas fisik;
b. menumbuhkan kegembiraan;
c. mempertahankan, memulihkan, dan meningkatkan kesehatan serta

kebugaran tubuh:
d. membangun hubungan sosial;
e. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional;
f. mempererat interaksi sosial yang kondusif dan memperkukuh ketahanan

nasional; dan
g. meningkatkan produktivitas ekonomi nasional.

(3) Pemerintah Daerah, dan Masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan,
dan memajukan Olahraga Masyarakat.

(4) Setiap Orang yang menyelenggarakan Olahraga Masyarakat tertentu yang
mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharazrn prasarana
dan sarana, serta keselamatan dan kesehatan wajib:
a. menaatr ketentuan dan prosedur yang dltetapkan sesuar deng€In Jenls

Olahraga;
b. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai kualifikasi sesuai

dengan jenis Olahraga dan/ atau memiliki sertifikat kompetensi; dan
c. menyediakan tenaga kesehatan yang kompeten.

(5) Oiahraga Masyarakat sebagaimana <iimaksuti pacia ayat (4i harus memenuhi
persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau Organisasi Olahraga serta
didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan'

(6) Setiap Orang yang melakukan Olahraga Masyarakat dapat membentuk
perkumpulan Olahraga Masyarakat.

(7) Ferkumpuiiu Oiahraga iviasyarai<ai" sei:agaimtrna tiimaksud pada ayai (6) dapat
menerima bantuan pendanaan.

(8) Pembentukan perkumpulan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Olahraga Prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan
dan potensi Olahragawal dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat
bangsa.

(2) Olahraga Prestasi dilakukan oleh Setiap Orang yang memiliki bakat, kemampuan,
<ian potensi untuk mencapai Prestasi.

(3) Olahraga Prestasi dilaksanakan melalui pembinaan dan pengembangan secara
terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan
ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.

(4) Pemerintah Daerah, dan/ atau Masyarakat berkewajiban menyelenggarakan,
rnengawasi, ciarn rnengerrtiaiikan kegiaiur Oiahraga FrcsLasi.

(5) Untuk memajukan Olahraga Prestasi Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat
dapat:
a. membentuk perkumpulan Olahraga;
b. memberikan kemudahan menjadi anggota perkumpulan Olahraga;
c. nembcr,jayakaii piisat pcaeiitiai-i dan pcngcilbalrga-,r iiiriii pcitgetal.-riiaii dai-i

teknologi Keolahragaan yang efektif dan efisien berstandar internasional;
d. mengembangkan sentra pembinaan Olahraga prestasi;
e. melakukan pembinaan kemampuan manajerial organisasi olahraga;f. memberikan pendidikan da, pelatihan kepada Ten"aga Keolahragaar;
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g. menyediakan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Prestasi;
h. mengembangkan sistem pemanduan dan pengembangan bakat Olahraga;
i. mengembangkan sistem informasi Keolahragaan;
j. mengemtrangkan sistem kesejahteraan Olahragawan dan Tenaga

Keolahragaan;
k. melakukan uji coba kemampuan Prestasi Olahragawan pada tingkat daerah,

nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan;
1. mengembangkan sistem pengembangan dan promosi kualifikasi pelatih; dan
m. mengembangkan Olahraga berbasis telorologi.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2 1

(1) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan Olahraga yang berbasis
tei<noiogi ciigitaiT eiektronik.

(2) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam lingkup
Olahraga Prestasi, Olahraga pendidikan, dan Olahraga Masyarakat.

(3) Dalam melakukan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap
berorientasi pada kebugaran, kesehatan, dan interalsi sosial.

(4) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didorong untuk mendukung
pengembangan Industri Olahraga.

(5) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan
memperhatikan nilai kemanusiaan, sosial, budaya, literasi fisik, keamanan,
nnrma Lanafrrton ion Lacrrciloan carfa sacr rai .{andah lzcf4n+!!.n narahrrariiui iii.a a_rEPaL

perundang-undangan.
(6) Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan Olahragawan pada setiap kegiatan

pelatihan dan penyelenggaraan kompetisi, pembina atau penyelenggara kegiatan
wajib menyediakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan Olahraga
r.r-^ ^. ^ ^:r r csLast.

Pasal 22

(1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga
sesuai <iengan kewenangan cian tanggung jawabnya.

(2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilakukan secara sistematis melalui
tahap pengenalan, pemantauan, pemanduan, pengembangan bakat secara
berkelanjutan, dan peningkatan Prestasi.

(3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilaksanakan melalui jalur keluarga,
Jalur pendldlkan, dan Jalur Masyarakat yang berbasls pada pengembangan
Olahraga untuk semua orang yang berlangsung sepanjang hayat.

(4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
bertujuan untuk:
a. membentuk karalter;
b. membenkan pengetahuan dasar berolahraga;
c. meningkatkan derajat kebugaran dan kesehatan; dan
d. menciptakan kebiasaan gaya hidup sehat dan aktif sepanjang hayat.
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Pasal 23

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan
pengemhangan olahraga yang me'liprtti pemtrinaan dan pengembangan
pengolahraga, tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga, penyediaan dala
olahraga, penyusun€m metode pembinaan dan pengembangan olahraga,
penyediaan pras€rr€rna dan sarana olahraga, serta pemberian penghargaan di
bidang keolahragaan.

(2) Pembinaan dan pengembangan dilakukan secara terencana berupa desain besar
Olahraga daerah yang wajib disusun oleh OPD yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang olahraga paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak
Peraturan Daerah ini diundangkan.

(3) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sampai dengan ayat (21 dilaksanakan oleh OPD yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang olahraga bersama OPD terkait, organisasi olahraga dan
masyarakat.

Pasal 24

(l) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga melalui
berbagar keglatan Keolahragaan secara aktrt, bark yang dllaksanakan atas
dorongan Pemerintah Daerah maupun atas prakarsa sendiri'

(2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga oleh Masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perkumpulan Olahraga di lingkungan
Masyarakat setempat.

1r) Iviasyarakat daiam meiai<ukan pembinaan cian pengembangan Oiahraga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayaf (21 dapat membentuk organisasi
cabang Olahraga sesuai dengan peraturan undang-undangan.

Pasal 25

Lembaga pemerintah maupun swasta berkewajiban menyelenggarakan pembinaan
dan pengembangan Olahraga secara berkala dan berkelanjutan bagi karyawannya
untuk meningkatkan pemulihan, kesehatan, kebugaran, kesejahteraan mental, relasi
sosial, serta kualitas dan produktivitas kerja sesuai dengan kondisi masing-masing.

Bagian Kedua
Pembrnaan dan Pengem ban gan O la-flraga Pendldlkan

Pasal 26

(1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikal dilaksanakan dan
diarahkan sebagai satu kesatuan yane sistemis dan berkesinambungan dengan
sistem pendidikan nasional.

(2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dilaksanakan melalui
pembelajaran yang dilakukan oleh guru/dosen pendidikan jasmani dan Olahraga
yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi serta didukung oleh ketersediaan
sumber belaiar, Prasarana Olahraga, dan Sarana Olahraga dengan
mempertimbangkan kemampuan daerah.

(3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan pada semua jenjang
pendidikan berpedoman pada kurikulum nasional yang dilengkapi dengan
progr€rm ekstrakurikuler.

(4) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan dengan
memperhatrkan potensl, kemampuan, mmat, dan bakat peserta drdlk secara
menyeluruh, baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

(5) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan secara teratur, bertahap, dan berkesinambungan dengan
memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.
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Pasal 27

(1) Untuk menumbuhkembangkan Prestasi Olahraga di lembaga pendidikan, pada
setiap jalur pendidikan dapat dibentuk unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga,
keias Oiahraga, pusat pembinaan cian peiatihan, sekoiah Oiahraga, serta
diselenggarakalnya kompetisi Olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan.

(2) Unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan
pelatihan, atau sekolah Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didampingi pelatih Olahraga yang memiliki sertilikat kompetensi dari Induk
Orgarrisasi Cai.rtlurg Oiairr aga.

Pasal 28

Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dapat menerapkan pendekatan
pembelajaran berbasis Olahraga, modifikasi Olahraga, dan/atau pendekatan berbasis
gerak dengan memanlaatkan aneka permarnan, Ulahraga tradlslonal, daII kegratan dr
alam terbuka.

Pasal 29

Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan bagi semua peserta didik wajib
melaksanakan evaluasl belaJar terkalt hterasr llslk yang mencakup pengetahuan,
keterampilan, kemampuan, dan sikap.

Pasal 3O

Peserta didik yang melaksanakan dan mengembangkan minat dan bakat Olahraga
untuk ftestasr wa.1rb dlben layanan pendldrkan sesuar dengan kebutuhan.

Pasal 3 1

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga Pendidikan dilaksanakan oleh OPD yang
menyeienggarakan urusan pemerintahan cii biciang penciiriikan cian OPD terkait.

(2) Pembinaan dan pengembangal olahraga pendidikan di tingkat mahasiswa
dilakukan oleh perguruan tinggi.

Pasal 32

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga Pendidikan pada satuan Pendidikan
dilakukan oleh guru, tutor, atau dosen yang berkualifikasi dan berkompetensi.

(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga Pendidikan pada satuan Pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pelatih atau pembimbing
^t^l--^-^ --^-- --^*r1:l-: ^^r.'r:l-^1 1-^---^.-,^-: l^..: :-^-7--l- ^--^-^:^--: --1.-.--Oid.rnaga J a-arB Iiretlluriri iElrrrAd.L r1'L,ruygLUlrsl lld.l I ltrlt!1rr ur Bcurrsasr ua.Lra1l rE,

olahraga bersangkutan atau instansi pemerintah.
(3) Pemerintah daerah memfasilitasi pemberdayaan perkumpulan olahraga dan

penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan, yang
dilaksanakan oleh satuan Pendidikan.

Pasal 33

(1) Peserta didik yang dibina di pusat pendidikan dan pelatihan olahraga prestasi
baik tingkat nasional maupun tingkat daerah, yang kegiatannya mengurangi
keqiatan nroses trelai.qr' 'r-,aiih diherilzan .izin .l er-' rrrinrifos ha'lrerrrrhah lzc.,t,>+anrt BJrv uiJli nr- pii_iiici i-;=ij,:=-li,\,iiiiaii ir=E;c.Lai:

proses belajar mengajarnya secara khusus oleh satuan pendidikan yang
bersangkutan.

(2) Penyelenggaraan kegiatan proses belajar secara khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibiayai oleh pelaksana pusat latihan olahraga prestasi tingkat
na-siona.! a-ta.r-r tingka_t ct_a-era-h.
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(3) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dapat
difasilitasi oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
olahraga berkoordinasi dengan Komite Olahraga Provinsi sesuai dengan
ketentuan oeratlrran pentndang-rrndangan.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat

Pasal 34

(1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat merupakan bagian integral
dari pembangunan di bidang kesehatan.

(2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan dan
diarahkan untuk memassalkan Olahraga sebagai upaya mengembangkan
kesaciaran iviasyarakat ciaiam meningkatkan kesehatan, kebugaran,
kegembiraan, dan hubungan sosial.

(3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (21

tiiiaksaurakan oicir Ferrler intair Fusai-, Ferler irri.air Dacrair, cian/ai.au iviasyar akai.
dengan membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, Prasarana
Olahraga, dan Sarana Olahraga Masyarakat.

Pasal 35

(1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat yang bersifat tradisional
dilakukan dengan menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan
Olahraga tradisional yang ada dalam Masyarakat.

(2) Masyarakat dapat mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah
--l-^^^:-^-^ ,.1:-^1.-,,,1 n^l^* D^-^l a2 ^i,^+ r1l ,,-+,,1. 

-^-l-:-^ 
l^-

mengembangkan Olahraga masyarakat yang bersifat tradisional.
(3) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan pembiayaan olahraga masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pengajuan permohonan yang
disampaikan oleh pembina olahraga masyarakat.

Pasal 36

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga Masyaralat dilaksanakan berbasis
Masyarakat dengan memperhatikan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat,
clan massal

(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga Masyarakat dilaksanakan sebagai
upaya menumbuhkembangkan sentra-sentra dan mengaktifkan perkumpulan
olahraga dalam Masyarakat, meningkatkan pariwisata olahraga, 

- 
dan

menyelenggarakan festival olahraga Masyarakat yang beq'enjang dan
berkelanjutan pada tingkat daerah. nasional. dan internasion'al.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6)
dilaksanakan dengan berorientasi pada wawaian lingkungan hidupl

pembinaan o"" r?1?#fffffi%lahrasa prestasi

Pasal 37

(1) olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangansecara terencana, bertahap,_ be{enjang, 
-dan 

beikelanjutan ;;d;;, dukungan
*;ff**. ",*uan dan teknologi keof"i,i"S"rn serta prasarana din sarana yang



- 15-

(2) Gubernur, pengurus organisasi olahraga, dan pelaku olahraga
menyelenggarakal, membina, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan olahraga
prestasi.

(3! Dalam melaksanakan pembinaan dan pengemtrangan olahraga prestasi. OPD
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga dibantu oleh
Komite Olahraga Provinsi guna memfasilitasi:
a. pemberdayaan klub/perkumpulan olahraga, sekolah khusus olahraga dan

penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan yang
dilaksanakan di lingkungan olahrasa Drestasi:

b. penyediaan prasar€rna dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan
kebutuhan organisasi keolahragaan, melalui koordinasi antar instansi terkait;

. pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga;
. penyediaan prasarana dan sarana pelatihan olahraga;
. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga;

pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga
prestasi;
pengembangan dan penerapan Ilmu pengetahuan dan Teknologi olahraga
prestasi; dan
penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga prestasi tingkat daerah,
naslonal dan/ atau mternaslonal.

(4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pelayanan dan kemudahan bagi
penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi dalam hal:
a. penyediaan pras€rrana dan sarana olahraga;
b. perizinan terkait pembinaan cian pengembangan prestasi oiahraga;
c. pendidikan dan pelatihan;
d. penghargaan; dan
e. dukungan Ilmu pengetahuan dan Teknologi olahraga.

Pasa-l 38

(1) Komite Olahraga Provinsi bertanggung jawab membantu Pemerintah Daerah
dalam pelaksanaan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga
prestasi.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi
sebagaimana ciimaksuri pada ayat (i), Komite Oiahraga Provinsi
mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga provinsi, Komite Olahraga
Kabupaten/Kota dan organisasi olahraga fungsional provinsi serta berkonsultasi
dan berkoordinasi dengan OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang olahraga.

(3) Ferlrbirraan titrn peugernbir-rrgan scbagairnanr.a tiiruaksud patia ayal (i) lnciipui"i:
a. pemassalan, pembibitan dan pengembangan prestasi olahragawan;
b. pemberdayaan dan pengembangan perkumpulan dan/atau klub olahraga;
c. pengembangan sentra pembinaan olahraga; dan
d. penyelenggaraan kompetisi, pekan dan kejuaraan secara berjenjang dan

L ^-l - ^l ^ .-:- -.^ -^lJcr l|clcul-l LlLilrr.

Pasal 39

c
d
e
f.

c

h

(1) Dalam rangka mendukung upaya menuju prestasi internasional, Pemerintah
n^^-^L 

----+^*'l-^- --i^-i+^- -^-Li-^^- l^- ---^^*Lorcor rlrhr-o-^ !'---!l.niiaiYLaj.iLiiiYiii,LiiP.iiijiiPiiviii-di'P-iiiviiicici.Lr <!r64^avt<!u464qrrS6qr<lr
yang terdiri atas olahraga unggulan strategis dan olahraga unggulan utama.

(2) Olahraga unggulan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
cabang olahraga yErng memenuhi syarat:
a. memiliki prospek pencapaian prestasi tingkat nasional;
t-r marn nerf a ndin rrlra rr /rne'lnrnlralran rrolrror c t'arerr olaLr'aqa !ttc'Aali'-, :r:=r:rir.9r rcr-;r::Er-a:l
c. memiliki peluang untuk memperoleh medali sebanyak-banyaknya;
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d. populer di masyarakat; dan/atau
e. cabang olahraga yang memalfaatkan sumber daya yang efektif dan efisien.

(3) Olahraga unggulan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (l) merupakan
catrang olahraga yang memenuhi svarat:
a. memiliki rekam jejak prestasi pada tingkat nasional dan internasional;
b. memiliki peluang untuk menciptakan rekor prestasi baru di tingkat nasional/

internasional;
c. memiliki keunikan dan berpeluang untuk meningkatkan taraf hidup, sosial

dan ekonomi: dan
d. ketersediaan tenaga keolahragaan, infrastruktur dan tata kelola yang

berstandar internasional.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai olahraga unggulan strategis dan olahraga

unggulan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3) diatur dengan
Peraturan Gubernur.

Pasal 40

(1) Untuk meningkatkan prestasi olahraga Pemerintah Daerah membentuk dan/atau
memfasilitasi pembentukan sentra pembinaan olahraga prestasi.

(2, Pengelolaan sentra pembrnaan olahraga sebagarmana drmaksud ctalam ayat (fl
dilaksanakan Pemerintah Daerah melalui PD yang membidangi keolahragaan
bekerja sama dengan induk organisasi cabang olahraga Provinsi dan Komite
Olahraga Provinsi.

(3) Sentra pembinaan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan
ayat (2i riiseienggarakan sesuai dengan ketentuan perunciang-unciangan.

Pasal 41

(l) Untuk meningkatkan prestasi olahraga dapat diselenggarakan Sekolah berbasis
keoiahragaan dan Kcias Khusus oiahraga tii tiaerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekolah berbasis keolahragaan dan kelas
khusus olahraga diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Tr^--1-:-^^,- l^- n^.----l-^--^.^ ,'\l^l^-^-^ A--^.:- -J^-^ a\l^!^-^-^ r-t-^r^^:^"-^1rtiulufrrct€tll (rcur r cllEclllt-r.ulBcltl \rr€ulr aBa rr-lu4Lu uilrr \-rt6uu 4Bi1 r I ulcslt-rlI€l1

Pasal 42

Pembinaan dan pengembangan Olahraga amatir menjadi tanggung j awab Pemerintah
n^--^1^ D-^,;--j -^+rr^s D^-,{:ljl.^- ,^- :-,{,,1, ^-^^-:-^-; ^^l^^-^ ^r^L-^.-.-

Pasal 43

(1) Pembinaan dan pengembangal olahraga profesional dilaksanakan dan diarahkan
rrn+rrlz tcraaneinrra nraotas'i nlahrarra lanannan bc.i,a rlan rlph;hdL.afrrr

pendapatan.
(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional sebagaimana dimaksud ayat

(1) dilaksanakan oleh induk organisasi cabang olahraga, dan/atau organisasi
olahraga profesional.

(-3) Pemerinta-h Daera,h herkewajiba-n memlrenka.n pela,ya,nan rta,o kemuda,ha-n kepada-
induk organisasi cabang olahraga, induk organisasi olahraga fungsional,
dan/atau organisasi olahraga profesional untuk terciptanya prestasi olahraga,
lapangan ke{a,dan peningkatan pendapatal.
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Bagian Keenam
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabittas

Pasal 44

(1) Pemerintah Daerah bersama-sama organisasi olahraga membina dan
mengembangkan olahraga bagi penyandang disabilitas, dilaksanakan dan
diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi dalam
bidang olalrraga.

(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga bag penyandang disabilitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di:
a. pusat pembinaan dan pengembangan olahraga di luar jalur pendidikan; atau
b. lembaga pendidikan sebagai pusat pembinaan dan pengembangan olahraga

bagi penyandang disabilitas melalui .ialur pendidikan.

(3) Pembinaan dan pengembangan olahraga bagr penyandang disabilitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai klasifrkasi dan
divisinya masing-masing.

Pasa,l 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga bagi
penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, diatur dengan
Peraturan Gubernur.

BAB VI
PEI\ GTJLULAAN I{EOLAH HAGAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 46

Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Keolahragaan meliputi:
a. perencanaan;
b. koordinasi;
c. pembinaan;
d. pengembangan;
e. penerapan standardisasi;
f. penggalangan sumber daya; dan
g. pengawasan, dan evaluasi terhadap pengelolaan Keolahragaan daerah sesuai

u.clrga,.lr iarLErrLuarr lJcr arqr arr Psr urrqi!rE- urluarlEinl'

Pasal 47

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan,
penerapan stanciarisasi, rian penggaiangan sumber <iaya keoiahragaan yang
berbasis keunggulan lokal.

(2) Pemerintah Daerah wajib mengelola sekurang-kurangnya 2 (dua) cabang
olahraga unggulan sesuai dengan potensi yang dimiliki, dan diharapkan dapat
berprestasi tingkat nasional dan/ atau internasional.
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Bagian Kedua
Perencanaan Keolahragaan

Pasal 48

(1) Perencanaan Keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf
a, meliputi:
a. Dokumen desain besar olahraga daerah; dan
b. Rencana strategis.

(2) Dokumen desain besar olahraga daerah dan rencana strategis keolahragaan
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat t huruf a disusun dengan
memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang sedikit memuat
antara lain meliputi visi, misi, tuiuan, sasaran, analisis strategis, arah kebiiakan,
program, pola pelaksanaan, dan koordinasi pengelolaan keolahragaan.

(3) Rencana strategis keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b
disusun dengan mengacu pada dokumen desain besar olahraga daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Perencanaan keolahragaan sebagarmana dimaksud pada ayat (1) disusun secara
terpadu dengan melibatkan pemangku kepentingan.

(5) Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh
OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang olahraga dan
ditetapkan oleh Gubernur.

(6) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan hibah kepada Induk Organisasi
Cabang Olahraga yang menjadi prioritas cabang olahraganya ditetapkan dalam
desain Olahraga Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 49

(l) Untuk mencapai visi, misi, tduan, dan arah kebijalan pembangunan olahraga,
dokumen perenc€rnazur memuat program dan kegiatan sebagai rencana aksi yang
terpadu mencai<up:
a. pembinaan dan pengembangan olahraga kerjasama, olahraga masyarakat

dan/ atau olahraga prestasi;
b. pengu.atan tata kerja olahraga berwawasan kewirausahaan, kerja sama, dan

pariwisata olahraga
c. penguatan mutu, niiai, <ian keungguian oiahraga; cian
d. penguatan kemitraan dan jejaring kerja sama.

(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
huruf a dilaksanakan dengan lebih memperhatikan pada:
a. olahraga bagi perempuan;
b. olahraga bagr yang berkebutuhan khusus;
c. olahraga di lingkungan kerja;
d. olahraga usia lanjut;
e. olahraga tradisional;
f. relawan olahraga; dan
g. prasarana dan sarana olahraga.

(3) Penguatan tata ke{a olahraga berwawasan kewirausahaan, kerja sama, dan
pariwisata olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. kebijakan, penguatan data base dan perencanaan;
b. manajemen asosiasi olahraga:
c. sistem peringkat asosiasi olahraga;
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d. pengembangan klub olahraga; dan
e. penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga.

(4) Penguatan mutu, nilai, dan keunggulan olahraga sebagaimana dimaksud pada
ayat (i) huruf c, meiiputi:
a. identifikasi bakat;
b. pengembangan dan penerapan Ilmu pengetahuan dan Teknologi

keolahragaan;
c. olahraga prestasi;
d. peiatiirarrdal pcrry eie.rBga-r aal pertaltiiugarr/per iorlbaa-rr/ festivai;
e. sistem kompetisi;
f. riset dan kerjasama; dan
g. penyelenggaraan event daerah, nasional, dan internasional.

(5) Penguatan kemitraan dan jejaring kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(l) hurut d melrputr:
a. jurnalis, komunikasi, dan advokasi olahraga;
b. sponsor dan pemasaran olatrraga; dan
c. kerja sama antar wilayah.

Pasal 50

(1) Perencanaan pengelolaan olahraga pendidikan oleh Pemerintah Daerah
dimaksudkan sebagai sarzrna penggalian olahragawan berbakat sejak usia dini.

(2) Datam pengelolaan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 46
ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan instansi
terkait.

Pasal 51

(1) Pengelolaan olahraga masyakarat sebagaimana dimalsud dalam Pasal 46 ayat (1)

huruf a, dllakukan oleh Pemerrntah Daerah dengan memperhatlkan saran dan
usulan dari organisasi olahraga yang diprakarsai oleh masyarakat peminat
tertentu di daerahnya.

(2) Pengelolaan olahraga masyarakat oleh Pemerintah Daerah sebagaimana
dimalsud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan budaya di daerah
sebagai skaia prioritas.

Pasal 52

(1) Dalam pengelolaan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat
(ii hurui a, Kornilc Oiairraga Frovinsi uremberi saran tia-n usuian i"entang atrair
dan rencana pengelolaan olahraga unggulan strategis dal cabang olahraga
unggulan utama.

(2) Pengelolaan olahraga unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sebagai skala prioritas pembinaan.

Bagian Ketiga
Organisasi Keolahragaan

Pasal 53

(1) Masyarakat dapat membentuk induk organisasi cabang olahraga pendidikan,
masyarakat dan prestasi tingkat provinsi dan orgalisasi olahraga fungsional
provinsi.

(2) Setiap induk organisasi cabang olahraga provinsi dan organisasi olahraga
frrncsianat nrnrrinsi cetra<vairnana d'itnalzcrrr{ n da arrat ('! ! danat l-.er'ha:-r:i5-r!':ra
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

hr r'lrr rr-
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(3) Setiap induk organisasi cabang olahraga provinsi dan organisasi olahraga
fungsional provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
standar pengelolaan organisasi keolahragaan.

Pasal 54

(l) Induk organisasi cabang olahraga provinsi sebagaimana dimalsud dalam Pasal
53 ayat (1) mempunyai tugas:
a. membina dan mengembangkan organisasi cabang olahraga tingkat

Kabupaten/ Kota dan perkumpulan olahraga;
b. merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan program pembinaan

dan pengembangan cabang olahraga;
c. menyelenggarakan kejuaraan/ perlombaan/ festival olahraga;
d. memassalkan cabang olahrage bersangkutan;
e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
f. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang olahraga sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;
g. melaksanakan kerjasama dengan pelaku industri olahraga; dan
h. mengadakan kerjasama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku

olahraga, olahragawan, serta prasar€rna dan sarana olatrraga.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (1), induk

organisasi cabang olahraga provinsi wajib:
a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Komite Olahraga Provinsi;
b. mengoordinasikan penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan

berkeianjutan;
c. menyelenggarakal pemassalan olahraga bersangkutan;
d. mengoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan/perlombaan/

festival olahraga tingkat Kabupaten/ Kota,dan provinsi;
e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan/perlombaan/

ieslivai Lingkal Kai.rupai.en/ Ko la dan Daerah i<epatia Fcmerini"ah Daerah dan
Komite Olahraga Provinsi;

f. mempersiapkan tim Daerah untuk mengikuti kejuaraan dan pekan olahraga
tingkat nasional;

g. memberikan kesempatan kepada olahragawan untuk menjadi olahragawan
lJlUrCSlUrr€llt

h. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan organisasi cabang
olahraga tingkat Kabupaten/ Kota;

i. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan
olahraga profesional bagi induk organisasi cabang olahraga provinsi yang

-^-L:-^ 
l^- 

---^--L^--l-^- ^l^1"-^^^ +a-4a*{".iiiciiiajiiiLa g@r rui,,rr6vruv416r\4! vr(4uq6o
j. mengembangkan kerjasama antar organisasi cabang olahraga tingkat

Kabupaten/ Kota; dan
k. mengelola dana sesuai program dan sasaran berdasarkan prinsip transparansi

dan akuntabilitas.

Pasal 55

Organisasi olahraga fungsional provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat
(1) dapat mendirikan organisasi olahraga fungsional Kabupaten/Kota sesuai

^:n8ga-ranr 
,:l-asa-- dan a,ngga-!'a-n nr,ma-h t-a:gr? yang bera,cl-a fl2larn i.2n f a-tat:.

merupakan bagian dari organisasi olahraga fungsional provinsi'

Pasal 56

(1) Organisasi olahraga fungsional provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53
ayat (-t) mengoordrnaslkan pembmaan olahraga sesuar lungslnya berdasarkan
keahlian/profesi/jenis kelamin/keterbatasan tertentu.
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(2) Organisasi olahraga fungsional provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas:
a. membina dan mengembangkan organisasi olahraga fungsional tingkat

Kabupa ten,/ Kota;
b. merencanakan dal mengoordinasikan progr:am pengelolaan dalam pembinaan

dan pengembangan olahraga;
c. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang olahraga sesuai dengan ketentual

peraturan perundang undangan;
d. memassalkan cabang olahraga sesuai prioritas:
e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
f. melaksanakan kerjasama dengan pelaku industri olahraga;
g. mengadakan kedasama nasional dan internasional untuk meningkatkan

kualitas dan kuantitas pelaku olahraga, olahragawan, serta prasarana, dan
sarana olaltraga;

h. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan organisasi olahraga fungsional
tingkat Kabupaten/Kota;

i. melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga di provinsi
maupun di Kabupaten/ Kota; dan

j. mengembangkan kerja sama antar organisasi olahraga fungsional tingkat
pro!'lnsr dan/ atau organlsasl olahraga ltngstonal tlngkat Kabupaten/Kota.

(3) Dafam melaksanakan tugas sebagaimana dimalsud pada ayat (1), organisasi
olahraga fungsional provinsi wajib:
a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan

Komite Olahraga Provinsi:
b. mengoordinasikan penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan

berkelanjutan untuk organisasi olahraga fungsional provinsi tertentu;
c. mengoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan/ perlombaan/ festival olahraga

tingkat Kabupaten/Kota dan provinsi, untuk organisasi olahraga fungsional
provinsi tertentu;

d. menyelenggarakan perlombaan, invitasi, atau festival olahraga untuk
organisasi olahraga fungsional provinsi tertentu;

e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan/perlombaan/festival olahraga
kepada pemerintah daerah dan Komite Olahraga secara berkala;

f. mempersiapkan tim provinsi untuk mengikuti kejuaraan/pekan olahraga
tmgkat nasronal;

g. memberikan kesempatan kepada olahragawan untuk menjadi olahragawan
profesional;

h. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan organisasi olahraga
fungsional tingkat Kabupaten/Kota;

i. merencanakan cian meiaksanakan program pembinaan cian pengembangan
olahraga profesional bagi organisasi olahraga fungsional Kabupaten/Kota yang
membina dan mengembangkan olahraga profesional tertentu;

j. mengembangkan kerja sama antar organisasi olahraga fungsional tingkat
Kabupaten/ Kota; dan

k. rnengeioia der.na sesuai prog,r-am danr sasarannya rrrerrurut prtrsip Lranspat artsi
dan akuntabilitas.

Pasal 57

(1) Dalam melaksalakal pembinaal dan pengembangan serta penyelenggaraan
keJuaraan olahraga, organlsasl olahraga lungstonal provlnsr waJlb bekerJa sama
dengan Komite Olahraga Provinsi, induk organisasi cabang olahraga provinsi,
maupun induk organisasi cabang olahraga Kabupaten/Kota.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam hal:
a. pemantauan, pemanduan. dan pengembansan balat olahraga di provinsi:



b. peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga sesuai dengan standar
kecabangan olahraga; dan

c. peningkatan orestasi olahraga di tingkat provinsi, nasional dan internasional.

Pasal 58

(1) Komite Olahraga Provinsi dibentuk oleh induk organisasi cabang olahraga
provinsi dan organisasi olahraga fungsional nrovinsi yang telah memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 56 ayat (2) dan ayat (3).

(2) Komite Olahraga Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
kewajiban:
a. mengusulkan kepada Gubernur rencana dan program dalam membuat

r-^L::^l-^- 
-^--^-^: -^--^!^l^^- ^^-r"^ -^-L:-^^- l^- -^--^-L^--^- --^-+^-:iicijijiiiiiXi iiiurr.Buliii.r Pual6ur'Jra.a-rl rl..r La P\-rrlrJrrra P\-r16\-urr,a'rr6d.11 lJrLor<1sr

olahraga; dan
b. mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga provinsi, dan organisasi

olahraga fungsional provinsi, komite olahraga Kabupaten/Kota dalam rangka
pembinaan dan pengembang€rn prestasi olahraga.

Pasal 59

Pengurus Komite Olahraga Provinsi melaksanakan tugas sesuai dengan Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Olahraga Provinsi dan ketentuan
hFr.r+rrr"4r,r nen rnrlqn o-r tn t7 a troat'r

BAB VII
PET{YELENGGARAAN KE.IUARAAN OLAHRAGA

Pasa1 60

(1) Setiap penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang dilaksanakan oleh Provinsi,
Kabupaten/Kota, dan/ atau masyarakat wajib memperhatikan tujuart
keolahragaan serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan.

(2) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meiiputi:
a. Kejuaraan olahraga tingkat Kabupaten/Kota, tingkat wilayah, tingkat Provinsi,

tingkat nasional dan internasional; dan
b. Pekan Olahraga Frovinsi, Pekan Olahraga Wilayah, dan Pekan Olahraga

Nasional.
(3) Keikuiserlaaur provinsi daiam kcj uaraial oiahraga dan pekal oiahraga diuraksud

pada ayat (2) bertujuan meningkatkan prestasi, untuk mengangkat harkat dan
martabat daerah dan nasional serta mewujudkan persahabatan dan kedamaian;

(4) Keikutsertaan provinsi dalam kejuaraan olahraga dimaksud pada ayat (3)

dilakukan oleh Induk organisasai cabang olahraga, dan pekan olahraga wilayah
-7- -. -^^l-^-^ ^l^!----- --^-:-,^^l l:t-r-.t.^-^ -r.-.1_ t' _--_ rr_^j_'__
daji ileiiaii oiaiiiaSa iiasioiiai oi iaiiLiii4il orcrr iioirlile \.rialraaEd rrcasrurrctr rrruurrEsrd.
provinsi daIl untuk Pekal olahraga Provinsi dilakukan Komite olahraga
Kabupaten/ Kota.

(5) Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi berpedoman kepada ketentuan yang
ditetapkan oleh pemerintah daerah.

(5) penyeienggar.aan ke;uaran olaharaga sebagairnana dimal<sud pada ayat (1)

bertujuan:
a. meningkatkan prestasi;
b. memasyarakatkan olahraga;
c. menjaring bibit atlet yang potensial;
d. neningkatkan Kesehatan dan kebugaran jasneni;
e. meningkatkan prestasi olahraga;
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f. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa; dan
g. meningkatkan ketahanan nasional.

Pasal 61

(1) Pekan olahraga Daerah diselenggarakan secara berkelanjutan dan
berkesinambungan dan daerah yang ditetapkan sebagai penyelenggara
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekan olahraga tersebut.

(2) Daerah yang ditetapkan sebagai penyelenggara pekan olahraga provinsi
cah6daifroha rliohrr narla arlaf I1l rrraiih rn ar. r'.e l.r'l,o si lza rt narnhiavaa-

kemampuan keuangan Kabupaten/Kota.
Pasal 62

Penyelenggaraan kejuaran olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1)

dilaksanakan dengan prinsip efisiensi, efelrtifitas, transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 63

Setiap Penyelenggara€rn kejuaran olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62
harus mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabr-rpaten,/ K.'ta-.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kejuaraan diatur dalam Peraturan
Gubernur.

BAB VIII
PELAKU OLAHRAGA

Bagran Kesatu
Umum

Pasal 65

(l) Warga masyarakat sesuai kegemaran dan/atau keahliannya dan persyaratan
dapat menjadi:
a. oiairragawan amatir;
b. olahragawan professional; atau
c. olahragawan penyandang disabilitas.

(2) Olahragawan amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai
hak untuk:

-- ^t-l---' i-l--l^ l--- /^!^-- --^--i-----.---l^-- ^!-!------a. fi1el1ii1Eraaailar-rr PI tsLa,.nr rllEldrur rrruu udrr/ .11.1!r PEI AllrllPqlanr ura1ru.1Ei1,

b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai cabang olahraga yang
diminati;

c. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi
dan/atau kompetisi;

,{ 
------^'l-L --:^*:+^^ ----:l^'+: 

l'-;.t-- ^1^L-^-^ +;--lt^. loa:o1. -^i;^-.1Li, iiiuiiiPui Uiuii PiiviiLiis iiiciiBiiiiiii ii-6ral.ar vr.auq6cr lulArtla!

dan/atau internasional;
e. beralih status menjadi olahragawan profesional.

(3) Olahragawan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
mempunyai hak untuk:
- niiaaainci marraiar nalatih jar.^do 'nariis l.reilzolo., dan nen:sehll hrrhrlrr'.:. uiuillllij:riEi iii!:iiraj'vi, Pv:qLIr, terrabq rrrtuis, l/v} lvlvb, gs.

b. mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai persyaratan yang
ditentukan dalam kejuaraan bersangkutan;

c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari induk organisasi cabang
olahraga profesional; dan

d. menda.patka-n pengha.rga,a.n d a-ri Pemennta.h Da.era,h ':l-a,n,/ 
a-ta-r-r- Ma.s5rala-ka-t.
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Pasal 66

(1) Olahragawan amatir yang telah mendapatkan pembinaan dan pengembangan
dari Pemerintah Daerah, yang akan mendukung olahraga di daerah lain wajib
mendapatkan persetuJuan dan Gubernur.

(2) Olahragawan warga negara asing dapat ikut serta dalam kegiatan olahraga di
daerah dengan persyaratan sekurang-kurangnya:
a. memiliki kualifikasi dan kompetensi;
b. mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang

bersangkuran; cian
c. mendapatkan persetujuan dari Gubernur.

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai olahragawan amatir dan olahragawan profesional
sebagamana dimaksud dalam Pasal b5 dan Pasal bb, dlatur dengan Peraturan
Gubernur.

Bagian Kedua
Pembina Olahraga

Pasal 68

(1) Pembina olahraga meliputi pembina perkumpulan, induk organisasi atau lembaga
olahraga tingkat daerah yang dipilih dan/atau ditunjuk menjadi pengurus,
rnemilik; tr-rga,s memhina. rian mengemba,rgka.n ola.hra.ga sesr,r-a,i tatogr:.ng
jawabnya.

(2) Pembina olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak memperoleh
peningkatan pengetahuan, keterampilan, penghargaan, dan bantuan hukum dari
Pemerintah Daerah, organisasi olahraga atau masyarakat.

Pasal 69

Pembina olahraga warga negara asing yang bertugas dalam organisasi olahraga
dan/ atau lembaga olahraga wajib:
a. memiliki kualilikasi dan kompetensi;
b. drdamplngl pemblna olahraga daerah;
c. mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang

bersangkutan; dan
d. mendapatkan persetujuan dari Gubernur.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembina olahraga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 68 dan Pasal 69, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
'l'enaga Keolahragaan

Pasal 71

(l) Tenaga keolahragaan terdiri atas pelatih, guru/dosen, wasit, juri' manajer,
promotor, aciministraror, pemanciu, penyuiuh, instruktur, tenaga meciis cian para
medis, ahli $zi, ahli biomekanika, psikolog, atau sebutan lain yang sesuai
kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga.
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(2) Dalam melaksanakan tugas, tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berhak:
a. memperoleh penghasilan minimal sama dengan Upah Minimum Provinsi (UMP)

dan jaminan kesejahteraan sosial;
b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja;
c. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan

perlindungan hak atas kekayaan intelektual;
d. memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi dan mengembangkan

kualilikasi akademikl
e. memperoleh dan memanfaatkan prasarana dan sarana olahraga untuk

menunj ang kelancaran tugasnya;
f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan

penghargaan, dan/atau sanksi sesuai kode etik, dan ketentuan peraturan
perundang-undangal;

g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak

mengganggu tugas;
i. memiliki kesempatan berperan dalam perumusan kebijakan keolahragaan;

dan/ atau
J. memperoleh pelatrhan dan pengembangan prolesl dalam bldangnya.

Pasal 72

(1) Tenaga keolahragaan yang telah mendapatkan pembinaan dan pengembangan
<iari Pemerintah Daerah, yang ingin bertugas <ii ciaerah iain wajib menriapatkan
persetujual dari Gubernur.

(2) Tenaga keolahragaan warga negara asing yang bertugas dalam organisasi
olahraga dan/ atau lembaga olahraga, wajib:
a. memiliki kualifikasi dan kompetensi;
b. mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang

bersangkutan; dan
c. mendapatkan persetujuan dari Gubernur.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 71 dan Pasal 72, diafi:u. dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX
PRASAHANA ULAHHAGA DAN SARANA ULAHRAGA

Pasal 74

(1) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan prasar€rna dan sarana
olahraga dalam daerah.

(2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
Pemerintah Daerah melalui penetapan kebijakan yang mendorong peningkatan
produksi szrrana olahraga.

(3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
tiiiakuira.u ureiaiui kerja sana 'Jcrrgzur iustanrsi darr Leru'uaga terkait.

(4) Pengelolaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana olahraga milik pemerintah
daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan
pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
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Pasal 75

( 1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengadaan sarana olahraga yang sesuai dengan
ketentuan induk organisasi cabang olahraga, federasi olahraga nasional, dan
sesuai <iengal ketentuan peraturan perunciang-unciangan untuk menciukung
penyelenggaraal keolahragaan.

(2) Pemerintah daerah memfasilitasi pelaku usaha di daerah untuk membuat sarana
olahraga dengan standar mutu nasional.

Pasal 76

Pemerintah Daerah bersama masyarakat dan dunia usaha melalui pola kemitraan
dengan pemanfaatan corporate social resporsibilitg melaksanakan pengadaan,
pengelolaan, dan pemeliharaan prasarana dan sarana olahraga.

PasalTT

Pelaku usaha dilarang memproduksi, memperjualbelikan, atau menyewakan sarana
olahraga untuk masyarakat umum, baik untuk pelatihan maupun untuk kepentingan
kompetisi yang tidak memenuhi standar sarana olahraga sesuai dengan ketentuan
perunciang-unciangan.

BAB X
PENGEMBANCAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN DAN

INFORMASI KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu
Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Keolahragaan

Pasal 78

(1) Pengembangan IPTek keolahragaan dilaksanakan untuk memajukan
keolahragaan Daerah secara berkelanjutan, yang dilaksanakan melalui:
a. penelitian;
b. pengkajian;
v. yvlrvr qP4r,

d. pemanfaatan teknologi;
e. sosialisasi;
f. pertemuan ilmiah; dan/ atau
g. kerja sama.

(2) Pengembangan IPTek keolahragaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan lembaga atau tenaga ahli
dalam bidang ilmu keolahragaan.

Bagian Kedua
lntormasr Olahraga

Pasal 79

Pemerintah Daerah, Komite Olahraga Provinsi dan induk organisasi cabang olahraga
provinsi serta organisasi olahraga fungsional provinsi menjamin ketersediaan dan
penyebarluasan informasi tentang kegiatan olahraga.
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BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Bagian Kesatu
Peran Serta Masyarakat

Pasa-l 80

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembinaan dan pengembangan
keoiahragaan ciaiam bentuk:
a. melakukan kegiatan olahraga;
b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga;
c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga sesuai bakat dan minat;
d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan

pengembangan tiaiam keoiahragaan;
e. menjadi pelaku olahraga; dan
f. turut serta mendorong pembinaan dan pengembangan keolahragaan.

Pasal 8 1

Dalam Pembinaan dan Pengembangan keolahragaan, masyarakat wajib menjaga
dan memelihara pras€rr€rna sarana umum serta fasilitas pendukung olahraga.

Bagian Kesatu
n^-^- Q^-+^ f)^'l^1.,, T T-^L^

Pasal 82

Pelaku Usaha dapat berpartisipasi dalam pembinaan dan pengembangan
tzaal qh raca aa rla lam l.arfr rLl

a. menyediakan prasarana dan sarana olahraga;
b. menyelenggarakan kegiatan olahraga secara rutin yang diikuti oleh ka4rawan

dan/ atau masyarakat;
c. memberikan kesempatan kepada masyarakat atau satuan pendidikan di

lingk-r.ngan pen rsaha-a:: untr-tk mempergr-r-nal<a.n p!"asalara dal sa-r'a.na. olahraga,
milik perusahaan; dan

d. memberikan dukungan sumber daya dalam pembinaan dan pengembangan
keolahragaan.

BAB XII
PENGAWASAI\ KEULAHKAGAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 83

(1) Tanggung jawab pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan dilakukan oleh
Gubernur.

(2) Pedoman dan tata cara pengelolaan atas penyelenggaraan keolahragaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Gubernur.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan dan pemeliharaan prasarana dan
sarana olahraga yang ada di tingkat Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota
dilakukan oleh OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi'
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Pasal 84

Pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan dilakukan dengan prinsip
transoaransi dan aku n tatri'litas.

Pasal 85

Pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan ditujkan untuk menjamin agar
penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan perencErnaErn dan ketentuan
perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengawasan Masyarakat

Pasal 86

(1) Masyakarat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan;
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan denga

penyampaian pendapat, laporan, atau pengaduan secara bertanggung jawab
kepada organisasi keolahragaan atau pemerintah daerah.

Pasa-l 87

(1) Penyelesaian sengketa Keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan
mufakat yang dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga.

(2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
tercapai, para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertius
mengenai penyelesaian sengketa yang akan dipilih.

(3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :

a. mediasi;
b. konsiliasi; atau
c. arbitrase

(4) Dalam hal mediasi dan konsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
dan hurut b ctrprlrh parah pfiak yang bersengketa, para prhak dapat memlnta
bantuan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi proses meidasi dan konsiliasi.

(5) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c
dilaksanakan oleh 1 (satu) badan arbitrase Keolahragaan yang bersifat mandiri
dan putusalnya mengikat serta dibentuk berdasarkan piagam olimpiade.

(6) Pemerintah Daerah memfasiiitasi pembentukan bacian arbitrase Keoiahragaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

BAB XIV
r-El\ \rr1tu(trflAl\

Pasal 88

(1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada setiap Olahragawan,
Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, lembaga pemerintah/ swasta, badan
usaha cian perseorangan yang berprestasi <ian/aiau berjasa ciaiam
memajukan olahraga.

(2)Organisasi olahraga, organisasi kemasyarakatan, swasta, dan/atau
perseorangan memberikan penghargaan kepada setiap pelaku olahraga,
organisasi olahraga, lembaga pemerintah/ swasta, dan perseorangan yang
bei-prestasi,iai-r/atari beijasa,iaialri irieilaji.ikaLn oiaiir aga.

BAB XIII
PENYELESAIAN SENGKETA
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV
PENDANAAN

Pasal 89

Pendanaan atas Penyelenggara€rn Keolahragaan bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belania Daerahl dan
b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 9O

Setiap orang yang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan pras.rana olahraga
yang telah menjadi milik asset/milik Pemerintah Daerah tanpa rekomendasi Menteri
yang membidangi keolahragaan dan lanpa izin atau persetu-iuan dari yane berwenang
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau sesuai dengan ketentutan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 1

(1) Setiap warga masyarakat dan/atau pelaku olahraga dalam melaksana-kan
kegiatal olahraga dilarang menggunakan doping, minuman keras atau minuman
yang mengandung alkohol, dan penyalahgunaan narkotika serta psikotropika.

(2) Setiap orang yang melakukan kegiatan olahraga dilarang mengganggu ketertiban
umum dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanqan.

Pasal 92

Bagi atlet dan atlet pemula yang bersertifikat dilarang menggunakan doping,
minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol, dan penyalahgunaan
- ^-1.^+:1.^ ^^-+^ -^:1.^+-^-:1.^o\-r ta yoa^tJLr vPrA4.

BAB XVII
SANKSI

Pasa-i 93

( I ) Setiap orang yang dengan sengaj a atau terbukti melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan sebagaimana dimaksud da-lam Pasal 54 ayat (2), Pasal 58 ayat (2),
Pasal 69, Pasal 72 ayat (2) yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan
sanksi administratif.

(2) Sanksi aciministratii sebagaimana <iimaksuti pacia ayat (i) ciapat berupa:
a. Peringatan;
b. Teguran tertulis;
c. Pembekuan izin sementara;
d. Pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukan, atau

pernbcr ircrr Liilr;
e. Pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan;
f. Kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui; dan/atau
g. Denda administratif.

(3) pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai
t-^. --.,- - - -^----!--- rr-l^----CCn$air Keacnliri1ri Pcl aLLrr arl Pcr LrrruculB- Lur(lctllEalr.



Pasal 94

Pada saat Peraturan Daera.r ini mulai berlaku, maka:
1' Peraturan Daerah Nomr'r l6 14* 2013 tentang penyelenggaraaa Keorahragaan(I-embaran Daerah prr.,vinsi Lampung Tnhrrn* ao ig Noior 16, i;;;;".kmbaran D:rera-h Provir Lsi t anopung Tahun 20 13 Nornor 397); dan
2' Peraturan Dacrah Norr'rr ? I"hy- 2017 tentang pencabutan Atas BeberapaKctcntuan Peratulan D, rerah Provinsi Lampung N-omor l6 Tahun 2Of 3 i"ni."g

Penyelenggaraan Keolalr^gazrr (t embar oa.raf, provinsi l,ampung rarrun zotzNomor 3, Tambahan Lt mbaran Daerah provinsi Lampung ratruri 2ot7 Nomor
4571.

dicabut dan dinyatakan tidtrk berlaku,
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BAB XVIII
KETENTUAII PERAI,IHAN

BAB XIX
KETIII\ITUAN I,ENUTUP

pasal 95

Peraturan Daerah ini mular bcrlaku pada tanggal diundangkan.
Ag:rr selinp orang mcngctah rinya, mcmerintahkun penguntlungan pcraturan Dacrah
ini dc:lgan penernpstrnn'in Ca!$o Lerabs!.rn Daerch prct insr lrmprng.

Ditetapkan di Tclukbetung
pnda tanggal l8 I 2o23

GIIBEnltUR LI\IPUIIC,

ttd

ARIIIAL DJI'NAIDI

Diundangkan di Tclukbctur rg
pacta tanggal 18 - 9 2O'.'.3

SEKRETARIS DAERAII PF.OVINSI LIT'uP(nTC

ttd

TAIIRIZAL DARITIII|TO

LEUBARAN DAERAII PRO'YINSI UIUPUITG TAIII'}I 2023 ITOUOR 5
!gOUOP Fr:G!ryIEB PEILLTt-trr-rU[ DAEPIjI PP-OVUSI L.AlfPr-rrC IO!fOB l4-!2! !2o2?'l

aslinya
*:

!lIP, 19650905 199103 I OO4



BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
1. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan

(Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan
l,embaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 Nomor 397); dan

2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2077 tentang Pencabutan Atas Beberapa
Ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembar Daerah Provinsi Lampung Tahun 2O17
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Nomor
4s71.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini r{en.'or. 1-le!,! 411 n!rt.!1!.t'- n6l6rn I a61aor66 noproh Dr^t,ihai T amnrrnayvrrvruyuLutr r-avr lai i i v i iii-r ,.iiiiP iiii;.

Ditetapkan di Telukbetung
padatanggal la-g - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DTIUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
padatanggal lA-q - 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVIISI LAMPUNG

FAHRIZAL DARMINTO

LEMBARAN DA.ERATI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 5
NO![OF- FNQISTEB PEF3TI-IF3lE DAEF-AI! PBOVIIISI L,AMPI.I}IG UO!!OF. {4.12!!2A2.?II

aslinl a
HUKUM,

SH MH.
rJ Larlrlr lllLtla

ttd

ttd

0905 199103 I OO4
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PENJELASAN
A'IBS

PERATURAN DAERAII PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM
Pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem
Keolahragaan Nasional harus dapat menjamin kepada seluruh lapisan
masyarakat untuk menciapatkan pemerataan akses terhaciap oiahraga, szrrana
dan prasarana olahraga yang memadai, area olahraga yang mencukupi
sehingga dengan berolahraga secara teratur, baik dan benar tujuan
peningkatan kesehatan dan kebugaran, serta peningkatan yang nantinya dapat
berdaya guna dan marnpu secara mandiri menghadapi tantangan serta
i"uului"aur pcr ubairan.r keiritiupan uasiurrai dan giubai.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun
2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional, Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan
Olahraga, dan Peraturan Pemerintah Nomor l8 Tahun 2OO7 tenlang
Pendanaan Olalrraga sebagar bentuk pengaturan trndak lanJut dan Undang-
Undang.

Da-lam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 20O5 tentang
Sistem Keolahragaan Nasional menegaskal bahwa Pemerintah Daerah
mempunvai kewenangan untuk mengatur, membina. mengembanqkan,
melaksanakan, dal mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah. Dan
dalam perjal€rnnnya disadari bahwa implementasi Undang-Undang tentang
Sistem Keolahragaan Nasional dan peraturan pelaksananya belum memadai
untuk menjawab berbagai kondisi obyektif dan permasalahan yang dihadapi
daerah dalam pembalgunan olahraga.

Penyelenggaraan kebijakan keolahragaan berkaitan erat dan bahkan
memberlakukan dukungan dan sinergitas dengan sector-sektor pembangunan
terkait terutama bidang pendidikan, budaya, pendidikan agama, kesehatan,
pariwisata, sosial, tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan. Atas dasar
ormrmantaci fc;aahrrt m.lra ,lihcrlrrlzoh nprah-,n .l.inor.tndi a+rrron

hukum yang akan memberikan arah bagi pembagunan keolahragaan di
Provinsi Lampung yang mampu menjamin:
a. Terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar intitusi

dalam pembinaan keolahragaan.

b. Keterkaitan cian konsistensi antara perenc€rnaan, penganggaran,
pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan.

c. Optimalisasi peran berbagai pihak (pemerintah daerah, masyarakat dan
dunia usaha) dalam membangun keolahragaan.

-r ,T,^-^^-^:- - ^..*L^- A^--^ ^^^^-^ ^a:^:4- -a^!'+ia 1---l'^^.Jil^-Ci. i e acapinrr-, a Piiii66urldjrr saril'rr-rci !ra.Ja .EUanct t,uitlEl1, \-l(-A'Lu,

dan berkelanjutan.

e. Terjaganya kesinambungan dan kesatuan arah antar rencana
pembangunan keolahragaal di Provinsi Lampung.



Peraturan Daerah ini dibentuk dalam rangka memberikan arah, landasan,
dan kepastlan hukum bagr semua plhak yang terhbat dalam Penyelenggaraan
Keolahragaan di daerah secara terpadu dan berkelanjutan. Dalam Peraturan
Daerah diatur ketentuan yang cukup mendasar untuk mendorong pencapaian
visi, misi dan tujuan pembangunan olahraga antara lain pemantapan
koordinasi lintas sector baik horizontal maupun vertikal, sistem perencanaan
yang terpaciu, terarur, efektif <ian efisien, pembangunan senrra pembinaan cian
pengembangal olahraga, dan jaminan kepastian pendanaan Penyelenggaraan
Keolahragaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasa] 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Je1as

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas



Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 2 I
Cukup Jelas

Pasd22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal2T
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas



Pasal 3O

Cukup Jelas

Pasa-l 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Je1as

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas



Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 6O

Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas



Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69
Cukup Jelas

Pasal 70
Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72
Cukup Jelas

Pasal 73
Cukup Jelas

Pasal 74
Cukup Jelas

Pasal 75
Cukup Jelas

Pasal 76
Cukup Jelas

Pasal 77
Cukup Jelas



Pasal 78
Cukup Jelas

Pasal 79
Cukup Jelas

Pasal 80
Cukup Jelas

Pasal 81
Cukup Jelas

Pasal 82
Cukup Jelas

Pasal 83
Cukup Jelas

Pasal 84
Cukup Jelas

Pasal 85
Cukup Jelas

Pasal 86
Cukup Jelas

Pasal 87
Cukup Jelas

Pasal 88
Cukup Jelas

Pasal 89
Cukup Jelas

Pasal 90
Cukup Jelas

Pasal 91
Cukup Jelas

Pasal 92
Cukup Jelas

Pasal 93
Cukup Jelas



Pasal 94
Cukup Jelas

Pasal 95
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 54O


